[ SALINAN ]

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun
Anggaran berjalan;

b. bahwa untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Provinsi Kepada
Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;



Mengingat

10.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tpentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor
65);



Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Menetapkan

Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun Anggaran 2017;

. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/642/SULBAR/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;

. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 170/321/DPRD

dan Bupati Polewali Mandar Nomor B-535.a/BUPATI/BAKEU/900/10/2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan
SURPLUS/(DEFISIT) setelah Perubahan

Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Rp. 1.239.183.591.571,00
Rp. 125.971.275.922,06
Rp. 1.254.528.180.673,00
Rp. 131.728.887.235,95
Rp. 15.394.073.742,00
Rp. 5.757.611.313,89
Rp. 49.484.640,00
Rp. 0,00

Rp. 1.365.154.867.493,06
Rp. 1.386.257.067.908,95
(Rp. 21.102.200.415,89)
Rp. 21.151.685.055,89
Rp. 49.484.640,00
Rp. 21.102.200.415,89

Rp.

0,00



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b. Dana Perimbangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah
Perubahan
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf (a) terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan

Rp.
Rp.

124.924.774.571,00
93.191.719.408,01

Rp.

965.895.579.000,00
4.037.301.554,00

Rp.

148.363.238.000,00
21.261.724.735,05

Rp.

15.715.000.000,00
2.677.100.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

218.116.493.979,01

969.932.880.554,00

169.624.962.735,05

18.392.100.000,00



b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 9.719.500.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.833.555.510,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 11.553.055.510,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 3.327.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 273.370.943,87

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 3.600.370.943,87

Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 96.163.274.571,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 88.407.692.954,14

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 184.570.967.525,14
Perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis Pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp. 14.287.214.000,00

2. Bertambah/(berkurang) (Rp. 854.549.446,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 13.432.664.554,00




b. Dana Alokasi Umum

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c
Terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Dana Hibah

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah

Rp.  725.381.526.000,00
(Rp. 12.742.621.000,00)
Rp.  226.226.839.000,00
Rp. 17.634.472.000,00
Rp. 3.750.120.000,00
Rp. 1.255.900.600,00
Rp. 28.325.000.000,00
Rp. 5.255.824.135,00

Rp.

Rp.

Rp.

712.638.905.000,00

243.861.311.000,00

5.006.020.600,00

33.580.824.135,05



c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah
Lainnya
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan

d. Dana Alokasi Desa
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari

Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Belanja Tidak Langsung
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan
b. Belanja Belanja Langsung
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.

0,00
14.750.000.000,00

Rp.
Rp.

Rp.

(Rp.

116.288.118.000,00
0,00

785.182.088.979,00
27.250.193.769,97)

Rp.
Rp.

469.346.091.694,00
151.498.550.781,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

14.750.000.000,00

116.288.118.000,00

757.931.895.209,03

620.844.642.475,00



(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja Pegawai sejumlah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan

. Belanja Bunga

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Belanja Hibah

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemdes

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/

Rp 565.452.605.726,00
(Rp. 27.356.658.420,97)
Rp. 2.923.373,00
Rp. 500.000,00
Rp. 24.477.600.000,00
(Rp. 489.200.000,00)
Rp. 8.170.000.000,00
(Rp. 3.250.000.000,00)
Rp. 400.000.000,00
(Rp. 57.123.249,00)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

538.095.947.305,03

3.423.373,00

23.988.400.000,00

4.920.000.000,00

342.876.751,00



(3)

Kota dan Pemdes setelah Perubahan
f. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan
g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
b. Belanja belanja barang dan jasa

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan
c. Belanja modal

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 183.678.959.880,00
Rp. 6.102.287.900,00
Rp. 3.000.000.000,00
(Rp. 2.200.000.000,00)
Rp. 42.795.399.000,00
Rp. 29.989.877.111,00
Rp. 194.442.562.696,00
Rp. 66.325.815.417,00
Rp. 232.108.129.998,00
Rp. 55.182.858.253,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

189.781.247.780,00

800.000.000,00

72.785.276.111,00

260.768.378.113,00

287.290.988.251,00



(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

terdiri dari :

a.

Penerimaan Pembiayaan Daerah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan

. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. Semula
2. Bertambah/(bekurang)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah  setelah
perubahan

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan:

a.

SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah
Perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan:

Rp.
Rp.

15.394.073.742,00
5.757.611.313,97

Rp.
Rp.

49.484.640,00
0,00

Rp.
Rp.

15.394.073.742,00
5.757.611.313,97

Rp.

Rp.

Rp.

21.151.685.055,97

49.484.640,00

21.151.685.055,97



a. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 49.484.640,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 0,00 Rp. 49.484.640,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I :  Ringkasan APBD Perubahan;

2. Lampiran II :  Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III :  Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV :  Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan,;

5. Lampiran V :  Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
PemerintahanDaerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI :  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII :  Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII :  Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai
landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 3 November 2017 Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Pangkat + Pembina TK. I
NIP :196707271994031017

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 10.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT : (NOMOR 39 / TAHUN 2017)






